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PEMERINTAH ABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

J1. Jend. Sudirmun No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang S1215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG-

. NOMOR : 050/ 02 /2011
TENTANG

: PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAIN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Menimb m‘g, : a. bahwa dalam raugka mclaksanakan pengadaan  barang/jasa di
lingkungan Sekrctariat DPRD Kabupaten Batang dan scsuai pasal 16
ayat (1) Peraturan Presrden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang
perlu Sckretaris DPRD Kabupaten batang selaku Pengguna Anggaran
ﬁ menunjuk personil sebagai Pejabat Pengadaan; C-

b. bahwa nama-nama sebagain:ana terscbut dalam lampiran keputusan
ini dipandang mampu dan memecnulii syarat untuk ditunjuk scbagai
Pcjabat Pengadaan ;

c¢. bahwa schubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditctapkan
dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat © 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1963 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara
Republik ndonecia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lunbamn'
Negara Republik Indonesia Nonior 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nownor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang BCISlh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
( Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
,,' ; Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Fdhun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran HNegara Nomor 4355 );

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan
.- Dacrah ( Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ™
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
)s scbagalmnna telah bebzrapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas,
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Deuerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );:
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